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Abstract : The aim of this research is to determine the role of the Social Service
in handling homelessness through several aspects, namely planning, providing
guidance, offering assistance, and delivering training. This study applies a
qualitative research approach with a descriptive method in order to gain an in—
depth understanding of the issues faced. The findings of the study reveal that the
role of the Social Service in addressing the problem of homeless people and
beggars in Pinrang Regency remains less than effective. Although the Socral
Service has made efforts in planning programs and activities intended to reduce
the number of homeless individuals, the outcomes achieved have not met the
expectations set by both the institution and the community. Furthermore, the
Implementation of guidance and training 1s still limited, resulting in inadequate
empowerment for those in need. Many programs tend to be short—term and are
not followed by sustainable measures to ensure long-lasting solutions. As a
consequence, the number of homeless people and beggars remains significant,
reflecting the gap between policy formulation and actual practice.
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Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial
dalam menangani masalah tunawisma melalui beberapa aspek, yaitu perencanaan,
pemberian bimbingan, pemberian bantuan, serta pelatihan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang ada. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan
pengemis di Kabupaten Pinrang masih belum berjalan secara efektif. Meskipun
Dinas Sosial telah melakukan upaya perencanaan program dan kegiatan yang
bertujuan untuk mengurangi jumlah tunawisma, namun hasil yang dicapai belum
sesuai dengan harapan, baik dari pihak instansi maupun masyarakat. Selain itu,
pelaksanaan bimbingan dan pelatihan juga masih terbatas sehingga pemberdayaan
bagi kelompok sasaran belum optimal. Banyak program yang bersifat jangka
pendek dan kurang diikuti dengan langkah-langkah berkelanjutan untuk
menciptakan solusi yang permanen. Akibatnya, jumlah gelandangan dan pengemis
masih cukup tinggi dan menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan
kebijakan dengan implementasi di lapangan.
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1. Pendahuluan

Hingga saat 1ini, pemerintah telah berusaha menangani masalah
gelandangan dan pengemis, namun seringkali penanganannya tidak tepat,
yang mengakibatkan permasalahan sosial terkait terus berlanjut bahkan
semakin memburuk (Hamidah, 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang
lebih baik dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah
mengarahkan mereka menuju pemahaman tentang norma—-norma umum
yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan agar mereka dapat kembali
menjalani kehidupan yang lebih normal.

Permasalahan gelandangan dan pengemis bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah di kota—kota besar, melainkan juga menjadi
perhatian pemerintah daerah di kota—-kota kecil yang harus menghadapi
tantangan menangani masalah gelandangan dan pengemis di jalan—jalan,
yang disebabkan oleh tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Aktivitas mengemis seringkali dipicu oleh masalah ekonomi yang
mendesak. Karena tekanan kebutuhan ekonomi yang tinggi, masyarakat
terpaksa mencari solusi, bahkan jika itu berarti mereka harus menjadi
pengemis (Zamharira & Arantika, 2018). Salah satu contoh daerah di
Sulawesi Selatan yang menghadapi masalah serupa adalah Ibukota
Kabupaten Pinrang. Di Ibukota Kabupaten Pinrang, jumlah pengemis terus
bertambah dari waktu ke waktu. Mereka dapat ditemukan di berbagai
tempat seperti persimpangan lampu lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat
perbelanjaan, dan area yang ramai lainnya. Secara fisik, gelandangan dan
pengemis berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, tetapi sebenarnya
mereka terisolasi karena terbatasnya akses mereka terhadap fasilitas yang
ada. Banyak dari mereka yang sebenarnya masih dalam keadaan sehat,
namun mereka memilih untuk menjadi gelandangan dan pengemis karena
dipengaruhi oleh faktor—faktor seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan
kerja, kurangnya pendidikan dan keterampilan, serta arus urbanisasi.

Kurangnya keterampilan di kalangan penduduk perkotaan dan
persaingan yang sengit telah mendorong sebagian dari mereka untuk
akhirnya memilih menjadi pengemis dan gelandangan di Ibukota Kabupaten
Pinrang. Gelandangan dan pengemis dengan mudah dapat ditemui di
berbagai lokasi di daerah ini, seperti pusat perbelanjaan seperti Mall Of
Pinrang Sejahtera, area parkir umum, pasar, bahkan di depan pintu
minimarket—-minimarket sekalipun. Masyarakat merasa khawatir terhadap
perilaku beberapa gelandangan pengemis, yang terkadang bersikeras dan
sulit pergi jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan,
meskipun tidak diberi uang. Dampak dari peningkatan jumlah gelandangan
pengemis ini mencakup Kketidaktaatan sosial, ketidaknyamanan,
ketidakdisiplinan, dan gangguan terhadap estetika kota.

Adapun kebijakan pemerintah Ibukota Kabupaten Pinrang melalui dinas
sosial dan Satpol PP Melakukan penertiban Gelandangan dan Pengemis di
Beberapa wilayah di Ibukota Kabupaten Pinrang, Gelandangan dan
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Pengemis yang terjaring akan diberikan langkah persuasif dengan
menelusuri keberadaan dan mengembalikan kepada keluarganya untuk
dibina lebih lanjut. Selain itu pihak dinas sosial dan satpol PP juga
melibatkan pihak kementerian agama kabupaten Pinrang untuk memberikan
bimbingan keagamaan kepada mereka sebelum dikembalikan kepada pihak
keluarga.

Adapun peran Pemerintah kota, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten
Pinrang, sangatlah penting dalam menangani masalah gelandangan dan
pengemis. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa kondisi sosial masyarakatnya tetap terjaga dengan baik, termasuk
dalam upaya mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial yang terkait
seperti gelandangan dan pengemis. Mereka memiliki peran dalam
menyediakan dukungan kebijakan, sumber daya, dan koordinasi
antarinstansi untuk penanganan masalah ini. Dinas Sosial Kabupaten
Pinrang memiliki peran khusus dalam menjalankan program-program
penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial. Dinas ini berperan sebagai
pelaksana program, mengidentifikasi individu atau kelompok vyang
membutuhkan bantuan, menyusun program-program rehabilitasi sosial,
dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Mereka juga memiliki
tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
efektivitas program-program yang telah diimplementasikan. Untuk itu
pemerintah khususnya Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang perlu
memperhatikan penanganan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang
kurang layak khususnya Gelandangan dan Pengemis yang masih
berkeliaran di Ibukota Kabupaten Pinrang.

Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang peran Dinas
Sosial dan kerjasama dengan pemerintah kota sangat penting untuk
memastikan bahwa upaya penanganan gelandangan dan pengemis di
Kabupaten Pinrang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
Penelitian ini akan menggali secara lebih mendalam peran Dinas Sosial dan
mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan
tugasnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
pandangan yang lebih komprehensif tentang upaya penanganan masalah
sosial ini dan memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan
dalam hal ini.

Dalam konteks penelitian ini, analisis yang mendalam tentang peran
Dinas Sosial akan membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif
dalam mengatasi masalah ini. Pemahaman yang lebih baik tentang peran
dan kebijakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menjalankan
tugasnya juga akan membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan
yang dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan gelandangan
dan pengemis di Kabupaten Pinrang. Dengan memahami peran Dinas Sosial
dalam konteks Kabupaten Pinrang yang khusus, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah,
organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
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meningkatkan upaya penanganan masalah gelandangan dan pengemis.
Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi penting dalam
literatur mengenai penanganan masalah sosial di tingkat lokal, yang pada
gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih
baik tentang dinamika sosial di masyarakat Indonesia pada umumnya.

Mengenai kemiskinan tidak lepas dari suatu permasalahan
kesejahteraan, diantaranya dari pengukuran kemiskinan itu sendiri.
Pindyck dalam Nuryitmawan (2016: 34) (Rahadi et al., 2014), menjelaskan
bahwa kesejahteraan menjadi antitesis dari kemiskinan yang dialami oleh
seseorang. Kaitannya kesejahteraan dengan kemiskinan juga tercermin
dari pengukuran kesejahteraan menggunakan garis kemiskinan yaitu
dengan standar USD $1 atau USD $2 perkapita perhari. Semakin besarnya
jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka akan
mencerminkan semakin rendah taraf kesejahteraan masyarakat dalam
suatu negara. Menurut Rahardjo (2016: 26), pengertian kesejahteraan
umum mengacu pada teori utilitarianisme yang bahwa kebenaran adalah
kebahagiaan yang sebesar—besarnya dari sebanyak—-banyaknya orang
(Pandu, 2018: 13). Ahli ekonom Vilfrido Pareto dalam Deliarnov (2010:
111), menyatakan kesejahteraan akan tercapai apabila tercipta situasi
optimal. Situasi optimal terjadi apabila tidak ada individu dapat berbuat
lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk, di samping itu,
pengalokasian sumber daya dikatakan efisien bila kondisi yang dicapai
tidak bisa dicapai lebih baik lagi. Bank Dunia dalam Zailani (2016: 27),
bahwa kemiskinan menunjuk situasi pada kekurangan yang nyata dalam
kesejahteraan. Karena itu masalah kemiskinan selalu dikaitkan dengan
kesejahteraan (Pandu, 2018: 14). Pandu (2018), untuk menilai taraf
kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara harus dilakukan pengukuran
kesejahteraan.

Pada tataran global terjadi perdebatan mengenai indikator pengukuran
atas kesejahteraan mewakili dua kubu dengan pandangan pembangunan
yang berbeda. Kubu pertama menilai kesejahteraan harus diukur dari PDB
dan pendapatan perkapita. Kubu kedua memandang kesejahteraan harus
dilihat dari pembangunan manusia (Rahardjo, 2016: 29). Tetapi Sen dan Ul
Haq, menolak PDB sebagai pengukuran kesejahteraan yang dilakukan
dengan merancang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memuat tiga hal
yakni pendapatan perkapita, usia harapan hidup, dan angka partisipasi
sekolah sebagai alternatif untuk melihat kesejahteraan. Indeks
pembangunan manusia memuat pemikiran bahwa rakyat merupakan
kekayaan sebenar—-benarnya dari sebuah negara dan pembangunan harus
membuat lingkungan yang memungkinkan penghuninya untuk menikmati
hidup panjang, sehat, dan berdaya cipta (Fiaramonti, 2017: 127-129).
Amartya Sen dalam Nuryitmawan (2016), menyatakan bahwa asal
kesejahteraannya individu adalah kemampuan untuk bisa berfungsi dengan
layak dalam masyarakat. Kondisi kesejahteraan yang dimaksud adalah saat
terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan,
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penghasilan, kebebasan dalam memilih, dan mendapat perlindungan dari
risiko yang mengancam hidup seseorang (Pandu, 2018: 15).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat
antar dua pihak mengenai pengukuran kesejahteraan. Di satu pihak
kesejahteraan hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, dan di pthak kedua
ada yang berpendapat bahwa kesejahteraan diukur tidak hanya dengan
yang berkaitan dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan
hal lain seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini mempunyai kaitan dengan
adanya gepeng, di mana gepeng belum bisa memenuhi kebutuhan dasar
akan gizi, pendidikan, perumahan, dan penghasilan yang tetap. Dalam hal
tersebut akan membuat seseorang akan terus mengemis apabila tidak
adanya kesejahteraan.

Pandu (2018: 16), terdapat berbagai pengertian mengenai kemiskinan,
masing—-masing ahli melukiskan masalah kemiskinan secara berbeda. Hal
ini diikuti dengan beragamnya pendekatan yang digunakan oleh para ahli
dalam memahami kemiskinan. Levitan, bahwa kemiskinan sebagai
kekurangan bahan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai hidup
layak (Limbong, 2011: 209). Schiller, bahwa kemiskinan merupakan sebuah
ketidakmampuan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai
untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Suyanto, 2013: 2).
Kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan
keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemiskinan dapat dipahami
sebagail kondisi di mana masyarakat berada pada tingkat ekonomi yang
lemah, dan ditambah kebijakan pemerintah yang sifatnya jangka pendek,
sehingga belum dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat miskin
(Subandi, 2014: 77-78).

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang
pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan
kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-
tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah
Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyal keterampilan
khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja
Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan
kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang
berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan
Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri
Sosial No. 4 tahun 1988).

2. Metode

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pinrang. adapun alasan penelitian ini
karena ingin mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam penanganan
gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian
yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini
cenderung menggunakan analisis.
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Tipe penelitian yang digunakan tipe penelitian deskripsi kualitatif.
Penelitian deskriptif kualitatif yaitu cara memahami semua permasalahan
yang sedang terjadi dengan data dan menggunakan metode wawancara,
pengamatan langsung dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian deskriptif
kualitatif ini i1alah guna membuat uraian akurat mengenai fakta-fakta
lapangan.

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan
dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut : Observasi (pengamatan), Wawancara, Dokumentasi

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) penelitian
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus hingga tuntas. Hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis data,
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kemiskinan menjadi faktor krusial di balik keberadaan gelandangan dan
pengemis. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya kondisi
ekonomi, tetapi juga terkait dengan aspek mental dan keterampilan
individu. Kemiskinan bisa mengubah pola pikir seseorang untuk memilih
jalur mengemis, seringkali disertai dengan kurangnya pendidikan dan
keahlian. Timbulnya gepeng di Kabupaten Pinrang disebabkan oleh
beberapa faktor, yaitu; faktor natural merupakan suatu masalah usia yang
sudah lanjut yang membuat seseorang tidak mampu memperjuangkan
hidupnya. Faktor kultural adalah suatu masalah dari kebiasaan seseorang
atau penyakit malas berkerja, sehingga menjadi gepeng akan mudah
baginya.

Kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis di ibukota Kabupaten
Pinrang memiliki konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat, yang
mungkin mempengaruhi beberapa orang untuk bergabung dalam kelompok
tersebut. Hal in1 didorong oleh pandangan bahwa menjadi gelandangan dan
pengemis bisa menghasilkan uang tanpa perlu modal awal. Dampak negatif
lainnya adalah gangguan pada ketertiban umum dan kedamaian lingkungan
di Kabupaten Pinrang. Selain itu, aktivitas meminta-minta secara paksa
oleh beberapa pengemis dapat merugikan perekonomian masyarakat.
Selain itu, banyak gelandangan yang dimanfaatkan oleh orang tua atau
orang lain untuk meminta—-minta, terutama yang masih di bawah umur.
Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena dalam jangka panjang dapat
berdampak negatif pada kesejahteraan mental anak—-anak tersebut.

Penanganan masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang
merupakan tugas yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang,
sesuai dengan mandat lembaga sosial dalam menangani berbagai masalah
sosial yang timbul. Meskipun Dinas Sosial telah berupaya dalam
menjalankan tugasnya, upaya—upaya yang dilakukan belum berhasil
menghasilkan dampak yang positif.
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Adapun peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan
gelandangan dan pengemis yaitu:

Perencanaan

Menurut Listyangsih (2014), Perencanaan adalah proses berkelanjutan
yang mencakup dua aspek utama, yaitu formulasi dan pelaksanaan.
Perencanaan berfungsi untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan, karena sifat rencana adalah sebagai panduan dalam menjalankan
aktivitas tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Cangara (2013),
Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara
matang mengenai hal-hal yang akan dilakukan di masa depan guna
mencapal tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan penanganan
gelandangan dan pengemis yang telah disusun oleh Dinas Sosial Ibukota
Kabupaten Pinrang adalah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati Pinrang yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024, dengan harapan
terwujudnya masyarakat Pinrang yang sejahtera, religius, harmonis,
mandiri, dan tangguh dalam mengelola potensi daerah.

Perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten
Pinrang memiliki peran penting dalam menyusun dan
mengimplementasikan rencana strategis yang efektif. Rencana ini tidak
hanya sekadar merumuskan langkah-langkah untuk menangani
permasalahan sosial yang kompleks terkait dengan gelandangan dan
pengemis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam memastikan
upaya—upaya tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam
menjalankan perencanaan tersebut, Dinas Sosial Ibukota Kabupaten
Pinrang melakukan pendataan terhadap para gelandangan dan pengemis.
Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif
mengenal jumlah, lokasi, dan kondisi sosial serta ekonomi mereka,
sehingga rencana yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang
sebenarnya. Dengan demikian, pendekatan vyang dilakukan dalam
menangani masalah tersebut dapat menjadi lebih terarah dan berdampak
positif bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

Pada proses pendataan, informasi terkait pengemis dan gelandangan
akan terungkap, yang kemudian akan diikuti dengan tindak lanjut berupa
pemberian perlindungan dan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial mereka. Tujuan utama dari pendataan ini adalah untuk memastikan
bahwa para gelandangan dan pengemis dapat mendapatkan kehidupan yang
lebih layak dan tidak mengalami diskriminasi dari masyarakat. Dengan
memahami kondisi mereka secara lebih mendalam melalui pendataan,
Dinas Sosial dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran
untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui
tindakan 1ini, diharapkan mereka dapat mendapatkan akses terhadap
layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal vyang layak, serta
kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan mencari pekerjaan.
Dengan demikian, pendataan menjadi langkah awal yang penting dalam

460



Hikmal, Malik and Wahid Analisis Peran Dinas Sosial Dalam

upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan para
gelandangan dan pengemis, serta mendorong inklusi sosial dan
penghapusan stigma terhadap mereka dalam masyarakat.

Memberikan Pengarahan

Menurut Sukarna (2011), Pengarahan merupakan dorongan dan motivasi kepada
individu untuk bersungguh-sungguh dan berusaha keras dalam mencapai tujuan
dengan ikhlas, sejalan dengan perencanaan dan upaya pengorganisasian yang
dilakukan oleh pihak pelaksana. Sedangkan menurut Kurniadi (2013), Pengarahan
merupakan proses memberikan tugas, perintah, dan instruksi yang memungkinkan
individu memahami keinginan pelaksana. Melalui pengarahan ini, individu dapat
berkontribusi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang telah terlibat secara aktif dalam
memberikan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis

Pendekatan ini meliputi pemberian nasehat dan bimbingan yang
bertujuan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan masalah yang
dihadapi. Melalui interaksi ini, Dinas Sosial berupaya untuk memberikan
arahan yang relevan serta memberikan panduan yang bermanfaat bagi
gelandangan dan pengemis dalam menjalani kehidupan sehari—hari mereka.

Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mencegah mereka kembali
terjun ke jalanan dan membuat mereka sadar untuk mengembangkan
potensi diri, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan beradaptasi dengan
lingkungan sosial. Pengarahan yang dilakukan bersifat persuasif, dengan
mencoba mengajak mereka untuk memahami bahwa hidup di jalanan dan
mengemis tidak hanya melanggar hukum dan norma sosial, tetapi juga
membahayakan keselamatan mereka, mengingat kondisi tidak sehat di
jalanan. Meskipun Dinas Sosial telah memberikan pengarahan secara
kontinu, ternyata masih banyak dari gelandangan dan pengemis yang
kembali ke kehidupan jalanan.

Hal ini menjadi sinyal bahwa pendekatan yang digunakan belum
sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari
Dinas Sosial untuk mengevaluasi metode, materi, dan narasumber yang
digunakan dalam pengarahan. Pengembangan pengarahan yang lebih
efektif membutuhkan pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif.
Dinas Sosial dapat mempertimbangkan menggunakan metode yang lebih
interaktif dan partisipatif, serta memilih materi yang lebih relevan dan
menarik bagi target audiens. Selain itu, penting juga untuk melibatkan
narasumber yang memiliki pengalaman langsung atau keahlian khusus
dalam bidang ini, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah
dipahami dan diterima oleh gelandangan dan pengemis. Dengan demikian,
diharapkan upaya pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat lebih
efektif dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya
meninggalkan kehidupan di jalanan dan mencari solusi yang lebih baik
untuk masa depan mereka.
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Pengembangan pengarahan yang lebih efektif membutuhkan pendekatan
yang lebih terarah dan komprehensif. Dinas Sosial dapat
mempertimbangkan menggunakan metode yang lebih interaktif dan
partisipatif, serta memilih materi yang lebih relevan dan menarik bagi
target audiens. Selain itu, penting juga untuk melibatkan narasumber yang
memiliki pengalaman langsung atau keahlian khusus dalam bidang ini,
sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima
oleh gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, diharapkan upaya
pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat lebih efektif dalam
meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya meninggalkan kehidupan
di jalanan dan mencari solusi yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Pemberian Bimbingan

Keterbatasan ruang dan sumber daya telah menjadi hambatan serius dalam
memberikan bimbingan yang optimal kepada gelandangan dan pengemis.
Dampaknya, program bimbingan yang telah dilaksanakan tidak mencapai
hasil yang diharapkan. Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Sosial [bukota
Kabupaten Pinrang telah mengambil langkah strategis dengan
berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan
kerohanian kepada para gelandangan dan pengemis. Diharapkan,
kolaborasi ini dapat meningkatkan keberadaan mereka serta menciptakan
kenyamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Namun, upaya tersebut masih memerlukan dukungan lebih lanjut.
Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian ekstra dengan
menyediakan fasilitas yang memadai, seperti rumah singgah, sehingga
Dinas Sosial memiliki tempat yang layak untuk memberikan bimbingan
secara efektif. Selain itu, alokasi dana yang memadai dari pemerintah
daerah sangat penting untuk membangun infrastruktur yang sesuai. Dengan
adanya fasilitas yang memadai, diharapkan permasalahan gelandangan dan
pengemis dapat teratasi secara menyeluruh, dan kenyamanan serta
ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik di Ibukota Kabupaten
Pinrang.

Memberikan Pelatihan

Menurut Sofyandi (2013), pelatihan adalah rangkaian program yang
disusun untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan seseorang.
Efektivitas pelatihan adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah
program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan
menurut Triasmiko (2014), Pelatihan adalah upaya yang direncanakan
untuk membantu individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang diperlukan dalam pekerjaan mereka.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada para gelandangan dan
pengemis mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2019 yang mengatur larangan
terhadap praktik mengemis serta menetapkan sanksi dan hukuman bagi
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pelanggar. Meskipun upaya hukum tersebut telah diterapkan, namun
kenyataannya, kesadaran para gelandangan dan pengemis untuk
meninggalkan kehidupan di jalanan masih belum optimal. Oleh karena itu,
pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial memiliki tujuan lebih dari
sekadar penegakan hukum, yakni memberikan pemahaman yang mendalam
kepada mereka mengenai alternatif kehidupan yang lebih baik

Upaya yang kemudian dilakukan untuk meningkatkan peran Dinas Sosial
adalah dengan memberikan pelatihan langsung kepada para gelandangan
dan pengemis, yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan lainnya. Ini
termasuk kerjasama dengan lembaga lain, seperti pemberian bimbingan
dan pengarahan yang melibatkan Kementerian Agama, pemeriksaan
kesehatan oleh Dinas Kesehatan, dan penguatan karakter. Melalui
pendekatan ini, diharapkan terjadi perubahan positif dalam kondisi dan
kehidupan para gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang
Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan praktis kepada mereka, tetapi juga untuk meningkatkan
kesadaran akan alternatif kehidupan yang lebih baik dan memberikan
mereka dukungan dalam mewujudkannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terlihat bahwa peran Dinas Sosial
dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten
Pinrang masih belum optimal. Meskipun telah dilakukan pemberian
pelatihan kepada mereka, hasil yang diperoleh masih belum memuaskan.
Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial seharusnya tidak hanya
memberikan arahan agar para gelandangan dan pengemis tidak lagi turun
ke jalanan dan mengganggu masyarakat. Sebaliknya, pelatihan harus
mencakup aspek—aspek vyang lebih mendalam, seperti pembangunan
keterampilan, peningkatan kesadaran, dan memberikan pemahaman akan
alternatif kehidupan yang lebih baik.

Dalam praktiknya, terlihat bahwa gelandangan dan pengemis masih terus
berada di jalanan dan melanjutkan kegiatan meminta-minta kepada
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan
oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang belum mampu memberikan
efek yang signifikan dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis
di Ibukota Kabupaten Pinrang Dalam konteks ini, perlu peran pemerintah
untuk memberikan fasilitas kepada Dinas Sosial, seperti rumah singgah,
agar pemberian pelatihan dapat dilakukan secara optimal. Rumah singgah
memberikan lebih dari sekadar tempat perlindungan fisik. Mereka bisa
menjadi pusat untuk melanjutkan proses pembelajaran dan pengembangan
keterampilan yang telah dimulai melalui pelatihan. Di rumah singgah,
gelandangan dan pengemis dapat diberikan bimbingan yang lebih intensif
dan berkelanjutan, serta kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan
yang mereka pelajari. Selain itu, rumah singgah juga dapat memberikan
lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi mereka untuk mengubah pola
hidup mereka secara bertahap.

4. Kesimpulan
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Berdasarkan tujuan dan hasil pembahasan dari penelitian ini, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang dalam perannya
mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis adalah dengan
merancang rencana penanganan gelandangan dan gepeng berdasarkan visi
misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dalam RPJMD 2019-2024, dengan
tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, religius, harmonis,
mandiri, dan tangguh. Pengarahan diberikan kepada gelandangan dan
gepeng untuk tidak hidup secara mengemis dan menggelandang. Melalui
bimbingan sesuai prosedur, mereka didorong untuk meninggalkan gaya
hidup tersebut dan mengembangkan pola hidup yang lebih baik. Kerjasama
dengan Kementerian Agama diperlukan untuk meningkatkan efektivitas
bimbingan. Meskipun pelatthan belum dapat dilaksanakan karena
keterbatasan fasilitas, penyuluhan sosial secara langsung dilakukan dengan
melibatkan kolaborasi dengan lembaga lain.
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